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MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

a.

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

bahwa dalam rangka pemberdayaan Unit Pelayanan Publik dan percepatan
pelayanan prima kepada masyarakat dipandang perlu membentuk Maklumat
pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
Kabupaten Padang Pariaman ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka perlu metetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanama Modal
Pelayanan Terpadu dan Perindustrian tentang Maklumat Pelayanan Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang
Pariaman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman
Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4187);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Padang Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 333);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67 tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

9. Peraturan Pemerintah ...............
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Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5887);

. Peraturan Menien Perindustrian Nomor 81/M-IKD/PER/10/2014 Tentang

Perubshan  ates  Peraturan  Mentern  Perindustrian Nomor  41/M-
IND/PER/6/2008 lentang Ketentuan dan Tala Cara Pemberian lzin Usaha
Industrd, 2in Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi dan Kahupatrn /Kota;

Peraturan {laerah Kabupaten Padang Panaman Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangket Daerah Kabugpeten Padang
Pariaman |Lembaran Daerah Kabupaten Padang Partaman tabun 2016
Nomor 10);

Peraturan Bupeti Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewensngan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada
Perangkat Daerah Yang Menyelenggarskan Urusan Pemerintaian Bidang
Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN ;

Mcoctapkan Maklumst Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padung Pariaman sebagaimana
terlampir yang merupakan bagian vang tidek terpisshkan dari Keputusan
1ni;

Maldumat Pelavanan ini mcrupakan bentuk komitmen dari Dinas

Penanenaman Modal Pelayanan Terpadu dan Penmduastrian  dalam
metnberikan pelayanan publik yang meksimal terhadap masyarakat;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  Pariaman
pada umggal 4 April 2017
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MAKIUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
DAN APABILA KAMI MELANGGAR,
KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”

HENDRA-ASWARA, SSTP.MM
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